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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
maka Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 59 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG. 

MEMUTUSKAN: 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Nomor 10); 

8. Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 60) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Batang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 53); 

~ 

~ 

Menetapkan 
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(2) Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang mempunyai 
tugas: 
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada 

Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang; 
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; 
c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan 

publik di Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan 
Ruang; 

d. menyiapkan konsep pengawasan dan pengendalian penataan ruang; 
e. melaksanakan pengawasan teknis, dan pengawasan khusus penataan 

Pasal 12 
( 1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja 
pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 

b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; 
c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan 

publik pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 
d. melaksanakan sinkronisasi program berkaitan dengan rencana 

pembangunan dan penataan ruang di Daerah; 
e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan rencana kawasan 
strategis Kabupaten; 

f. menyiapkan bahan rencana tata ruang kawasan perkotaan di 
Daerah; 

g. menyiapkan bahan rencana tata ruang kawasan perdesaan di 
Daerah; 

h. menyiapkan bahan ketentuan peraturan zonasi Daerah; 
1. menyusun perangkat insentif dan disinsentif berkaitan dengan 

penyelenggaraan penataan ruang di Daerah; 
j. menyediakan, mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi 

Tata Ruang di Daerah; 
k. menyiapkan bahan rencana ruang terbuka hijau di Daerah; 
1. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan rencana penataan 

Menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten; 
m. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengusahaan Menara 

telekomunikasi; 
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 
dan 

o. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Batang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 53) diubah 
sebagai berikut: 

Pasal I 

~ 

B1i 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 7 

LANI DWI REJEKI 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal ~ _jc«lt1ar• ~'"' 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 4 Jontxm· ~.:i.( 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

Pasal II 

e. melaksanakan pengawasan teknis, dan pengawasan khusus penataan 
ruang di wilayah kabupaten; 

f. menyediakan bahan terkait dengan perijinan pemanfaatan ruang 
berdasar rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan; 

g. menerima dan memproses pelayanan pengaduan pelanggaran 
pemanfaatan ruang di Daerah; 

h. melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang 
penataan ruang; 

i. melaksanakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan 
ruang di wilayah Daerah; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkaitan dengan 
ruang terbuka hijau di Daerah; 

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan 
fisik Menara telekomunikasi; 

I. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas pada Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 
Penataan Ruang; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

II [!] ~ 

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19671008 199203 1 014
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